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RINGKASAN PERPUSTAKAAN DPR RI

Pertanahan sebagai aset penting bagi sebuah negara mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat di
Indonesia. Masalah pertanahan diberbagai pelosok daerah seperti adanya mafia tanah, sengketa tanah, dan aspek regulasi
yang beririsan satu sama lain dapat berpengaruh yang besar bagi perekonomian, perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan
stabilitas sosial bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan peran pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan untuk
menyelesaikan masalah-masalah pertanahan di berbagai wilayah nusantara ini.

Kebijakan pemerintah diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang kuat, sistem pertanahan yang transaparan dan pengaturan
yang adil guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan itu dapat mencakup berbagai aspek diantaranya
adalah :

= Penguatan Hak Kepemilikan Tanah. Dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat terutama bagi petani atau
pemilik tanah kecil dan penyelesaian sengketa akan memberikan rasa aman dalam kepemilikan tanah mereka.

® Pengelolaan Pertanahan yang berkelanjutan.dengan pengelolaan pertanahan yang berprinsip pembangunan
berkelanjutan diperlukan pengaturan yang ketat dalam penggunaan lahan, konservasi sumber daya alam, dan
perlindungan lingkungan.

= Transparansi dan Akses Informasi. Adanya kebijakan kemudahan mengakses informasi tentang kepemilikan tanah secara
terbuka akan mengurangi prakti-praktik penpertanahanipuan dan pemalsuan dokumen

= Pemberdayaan Masyarakat. Adanya dukungan terhadap masyarakat terutama petani dalam hal pelatihan dan dukungan
teknis guna memperdayakan masyarakat agar dapat mengelola tanah mereka dengan efisien dan peran aktif masyarakat
diperlukan dalam pengambilan keputusan terkait pertanahan.

= |nvestasi dan infrastruktur Pertanahan. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan seperti sistem pendaftaran
tanah yang canggih pemerintah perlu berinvestrasi dalam infrastruktur pertanahan, sistem informasi geografis (SIG) dapat
digunakan untuk pemetaan yang lebih akurat, dan teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengamankan transaksi
pertanahan.

Kebijakan pertanahan di Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengatasi berbagai
permasalahan pertanahan dan menekan ketidaksetaraan kepemilikan tanah, praktik korupsi juga sengketa pertanahan yang
kompleks.

Dengan pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan transparansi, maka kebijakan ini akan menjadi instrumen yang efektif
dalam mecapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua
warga negara dalam hak kepemilikan tanah mereka.
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